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ABSTRAK 

 Peredaran kosmetik dan skin care pada saat ini semakin meluas seiring 

dengan berkembangnya zaman. Tidak hanya pada sektor offline, kosmetik dan 

skin care dapat dengan mudah ditemuai melaui media online dan e-commerce. 

Kemudahan tersebut membuat peredaran kosmetik dan skin care tidak terkendali 

dan banyak ditemukan produk berbahaya yang tidak sesuai dengan standar 

undang-undang di pasaran. Akibatnya konsumen seringkali mendapati produk 

yang tidak sesuai dengan klaim yang ditawarkan dan mengalami beberapa bentuk 

kerugian akibat penggunaan kosmetik dan skin care yang tidak sesuai standar 

keamanan. Hal demikian yang terjadi pada peredaran produk skin care Helwa, 

dimana produk yang telah dipromosikan tokoh publik sekalipun dengan klaim 

aman tidak menjamin bahwa seluruh produknya aman dan sesuai dengan standar 

undang-undang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen saat ini diharapkan mampu melindungi hak-hak 

konsumen akan peredaran kosmetik dan skin care berbahaya dan dari kecurangan 

pelaku usaha. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti Pelindungan Hukum 

Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa Skin care. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat 

mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran seluruh produk Helwa Skin 

care dan menemukan problematika yang terjadi, untuk selanjutnya dianalisis 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di 

lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh serta hukum 

yang berlaku. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma 

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kemudian hal tersebut 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang menyangkut 

perlindungan konsumen dalam peredaran produk Helwa Skin care khususnya 

pada sektor market online. 

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan yang dilakukan 

lembaga pemerintah dibidang kosmetik, yaitu dengan dua tahap pengawasan pre-

market, kemudian yang kedua pengawasan post-market. Dalam kasus ini terjadi 

penyimpangan pada peraturan terkait seperti Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi 

Kosmetika jo. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Dalam hal ini konsumen belum dapat menuntut 

ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakan uji laboratorium belum selesai. 

Namun adanya pelanggaran oleh pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan 

adanya sanksi administratif berupa penarikan, pemusnahan,  hingga pencabutan 

izin edar oleh BPOM. 

 

Kata kunci: perlindungan konsumen, peredaran, kosmetik. 
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MOTTO 

“Hidup itu tentang perjuangan, tidak akan pernah ada kata HARAPAN jika putus 

asa adalah pilihan. Jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan Maka dia-lah 

yang akan membantumu untuk melewatinya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keinginan untuk tampil menarik dan lebih sempurna tentunya 

adalah dambaan setiap orang. Di Indonesia sendiri mayoritas orang 

cenderung  mengukur standar kecantikan yang pertama dilihat dari warna 

kulit yang dimiliki. Semakin terang warna kulit yang dimiliki tentu akan 

semakin menarik di mata orang Indonesia. Tak hanya di Indonesia, standar 

kulit putih pun menjadi salah satu tren dunia dalam wacana kecantikan.
1
 

Tak jarang, stigma rasial ini dimanfaatkan oleh para perusahaan 

kecantikan untuk lebih giat memproduksi produk-produk kosmetik 

perawatan kulit (skin-care cosmetic), yang berfungsi untuk memelihara, 

merawat dan mempertahankan kondisi kulit.
2
 Dari sekian banyak jenis 

skin care yang beredar dipasaran, skin care dengan fungsi mencerahkan 

(whitening) yang paling banyak diminati dan dicari oleh masyarakat. 

Motivasi membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis.
3
 Adapun motivasi 

membeli produk whitening dipengaruhi oleh konsep diri, remaja puteri 

                                                           
 

1
 L. Ayu Saraswati, Warna Kulit Ras dan Kecantikan di Indonesia Tradisional, 

(Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 7. 

2
 Tranggono. Buku Pegangan Ilmu Kosmetik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 

hlm. 8. 

 
3
 Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas Jilid 1 Terjemahan, (Jakarta: PT Indeks 

Kelompok Gramedia, 2003), hlm. 11. 
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memiliki konsep diri yang berbeda-beda, konsep diri terbantuk melalui 

pengalaman dari individu tersebut.
4
 Tak hanya pelaku usaha, konsumen 

juga berlomba-lomba untuk mencari produk skin care yang harga 

terjangkau dengan hasil yang relatif singkat. Persaingan yang ketat pada 

era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan 

berbagai perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik.
5
 Karena 

kecenderungan tersebut, banyak pelaku usaha yang memproduksi skin 

care dengan bahan yang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. 

Kedua bahan tersebut berfungsi untuk mempercepat kerja dari produk skin 

care yang dibuat, namun mempunyai dampak yang mematikan bagi 

penggunanya. Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat 

menyebabkan ookronosis, yaitu kulit berbintil seperti pasir dan berwarna 

coklat kebiruan, penderita ookronosis akan merasa kulit seperti terbakar 

dan gatal.
6
 Sedangkan penggunaan merkuri sendiri dalam kadar yang 

sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, 

bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan 

                                                           
 

4
 Hurlock, Development Psychology, (New York: MMc Grow Hill Book Company, 

1973), hlm. 21 

 
5
 Destiana Ahmad dkk, Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic 

Circulation, Jurnal Legalitas, Vol. 12:2. 

 
6
 Astuti dkk, Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in 

Minomartini, Journal of Agromedicine and Medical Sciences, Vol. 2:1, 2016. 
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perkembangan janin.
7
 Seakan tak peduli terhadap dampak yang akan 

ditimbulkan, saat ini malah semakin marak produk skin care berbahaya 

yang beredar dipasaran, baik secara online maupun offline. 

 Untuk memperluas pasaran, banyak cara yang dilakukan oleh 

pelaku usaha skin care berbahaya ini layaknya skin care legal pada 

umumnya. Mulai dari memasarkan produknya lewat online shop, iklan di 

social media seperti facebook dan instagram, hingga mengklaim 

produknya berasal dari racikan dokter ternama yang terjamin kualitas dan 

keamananya.
8
 Tak tanggung-tanggung mereka melakukan promosi melalui 

jasa endorsement oleh para selebgram hingga artis besar tanah air seperti 

pada pemasaran produk Helwa Skin care. Merk Helwa adalah suatu 

produk skin care berbahaya
9
 yang penjualanya dan iklanya marak 

dilakukan melalui media online. Penjual dalam marketingnya mengelabuhi 

konsumen dengan mengatakan bahwa produk tersebut aman untuk ibu 

hamil dan menyusui, serta mempunyai izin BPOM. Lebih parahnya lagi, 

produk tersebut telah banyak direkomendasikan oleh beberapa artis dan 

selebgram yang mempunyai pengikut mulai dari puluhan ribu hingga 

jutaan orang di media sosial. Karena promosi yang gencar dilakukan, 

produk Helwa ini semakin dikenal oleh masyarakat mulai dari kalangan 

                                                           
 

7
 Sulistiorini dkk, Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan 

Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati 

Cirebon, Jurnal Surya Masyarakat, Vol. 1 No.1 (November 2018). 

 
8
 Widjadja dan Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hlm. 52. 

 
9
 dr. Richard Lee, Laporan Hasil Pengujian LAB SIG.Mark.OTK.VII.2020.003951 

(Palembang: PT. Saraswati Indo Genetech). 
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remaja, hingga dewasa. Merk Helwa ini tercatat telah memiliki pengikut di 

instagram sebanyak 726 ribu orang.
10

 

 Tidak banyak yang tahu bahwa produk Helwa Skin care ini 

termasuk produk yang berbahaya sebelum munculnya pernyataan dan 

review melalui Youtube Channel milik salah seorang dokter kecantikan 

bernama dr. Richard Lee, MARS, AAAM yang mengkonfirmasi 

berdasarkan uji laboratorium (LAB) yang menyatakan bahwa produk 

Helwa Skin care ini positif mengandung merkuri dan hidroquinon yang 

berbahaya bagi penggunanya.
11

 Adapun efek yang dirasakan konsumen 

setelah memakai produk skin care tersebut antara lain wajah menghitam 

dan kusam, muncul jerawat, badan gatal-gatal, timbul bentol-bentol merah 

diseluruh badan dan lain-lain.
12

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-

hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak 

atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa. Selain itu pelaku usaha juga bertanggung jawab memenuhi 

kewajibanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta 

memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah terjadi pelanggaran 

                                                           
 

10
 https://www.instagram.com/helwabeautycare.idn/, akses 5 November 2020. 

 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=Wf9K2hJJNoA, akses 20 Agustus 2020. 

12
 https://shopee.co.id/buyer/111079752/rating?tab=0&type=1, akses 27 Desember 2020. 

https://www.instagram.com/helwabeautycare.idn/
https://www.youtube.com/watch?v=Wf9K2hJJNoA
https://shopee.co.id/buyer/111079752/rating?tab=0&type=1
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terhadap hak-hak konsumen. Sesuai undang-undang perlindungan 

konsumen, hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan 

peredaran produk skin care yang tidak memenuhi persyaratan dan standar 

yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis tertarik membuat penelitian 

dengan judul : “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran 

Produk Helwa Skin Care.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk 

Helwa Skin Care berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen Helwa Skin care 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

ilmu pengetahuan atau pemikiran untuk kemajuan bidang 

keilmuan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap 

konsumen. 
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b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. 

Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun, yakni 

memperluas wawasan tentang hukum perlindungan konsumen 

khususnya konsumen produk kecantikan. Lalu yang kedua adalah 

untuk masyarakat dan pemerintah, yakni dapat memberikan suatu 

cara untuk menyelesaikan problematika yang terjadi berkaitan 

dengan beredarnya produk skin care berbahaya. Kemudian yang 

terakhir adalah untuk mahasiswa, penelitian ini akan berguna 

sebagai acuan untuk kajian penelitian berikutnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan 

sebelum melakukan penelitian, dalam proposal penelitian ini penyusun 

melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan 

literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga 

dilakukan untuk mnegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada 

yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggunagan atau berkaitan 

saja. 

 Telaah pustaka yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu 

Eza Tiara pada tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam 

Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. Skripsi ini membahas 
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tentang perlindungan hukum dan efektifitas UUPK dalam peredaran 

kosmetik Cream Syahrini.
13

 

 Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal 

subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas bentuk 

perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi hukum positif dan 

undang-undang lain diluar UUPK yang saling berkaitan. 

 Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa‟diyah pada 

tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma 

Skin care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM”. Skripsi ini 

membahas tentang bentuk pelanggaran terhadap pelaku usaha Derma Skin 

care dan akibat hukum terhadap pengedar Derma Skin care.
14

 

 Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal 

subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas tinjauan 

pelanggaran hukum terhadap produk Helwa Skin care. 

 Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji 

pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran 

Kosmetik Yang Merugikan Konsumen”. Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya 

                                                           
 

13
 Tiara, “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream 

Syahrini” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). 

 
14

 Sa‟diyah, “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skincare Yang Belum 

Mendapat Izin Edar Dari BPOM” Skripsi Universitas Jember (2019). 
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kosmetik yang merugikan konsumen, dan bagaimana tanggung jawab 

pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen.
15

 

 Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal 

subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas bentuk 

perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi UUPK dan BPOM. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang 

menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Satjipto Raharjo dan Phillipus M 

Hanjon. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
16

 

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan 

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.
17

 

                                                           
 

15
 Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan 

Konsumen” Skripsi Universitas Islam Indonesia (2018). 

16
 Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69. 

17
 Ibid, hlm. 54. 
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2. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan 

untuk melindungi hak-hak setiap orang. Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh 

pihak lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
18

 Perlindungan 

konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya 

kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen 

Indonesia dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.
19  

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sidharta 

berpendapat bahwa hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan 

asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak 

satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Di 

dalam UUPK telah disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian 

hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut adalah 

sebagai berikut:
20 

a. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

                                                           
 

18
 Ibid, hlm. 75. 

 
19

Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 84. 

 

 
20

 Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63. 
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penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar perlindungan konsumen dapat 

dilaksanakan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan berarti memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil dan spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku 

usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

3. Teori Perjanjian 

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang 

menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.” Perkataan “Perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas 



11 
 

 
 

dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal 

hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan 

atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang 

melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul 

dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan 

(zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukkan pada 

perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi 

berisikan hukum Perjanjian.
21

 

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan 

kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat 

“Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, 

yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang berarti perjanjian. 

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak 

melakukan Sesuatu. Menurut Munir Fuady banyak definisi tentang kontrak 

telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana 

dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah 

yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.
22

 Selain itu Subekti juga 

memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti 

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

                                                           
 

21
 Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata, (Jakarta, PT.Intermasa, 1998), hlm. 122. 

 
22

 Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung, 

PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.2. 
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melaksanakan sesuatu hal.
23

 Sedangkan menurut M. Yahya Harahap suatu 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau 

lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan 

prestasi.
24

 Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli 

tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara 

lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
25

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penulis akan melakukan 

wawancara, observasi, dan analisis data yang didukung dengan 

berbagai referensi seperti buku-buku dan jurnal.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan 

menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan 

kebiasaan yang ada dalam masyarakat.
26

 

                                                           
 

23
 Agus Yudha hernoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 16. 

 
24

 Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 1. 

 
25

 Agus Yudha hernoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 18. 

26
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2016), hlm. 236.  

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OEuhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:lgL8Hov4YxwJ:scholar.google.com&ots=4wp3nzijhC&sig=FGKmXh_E9Qt4lR7M8iZme9AYIj0
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OEuhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:lgL8Hov4YxwJ:scholar.google.com&ots=4wp3nzijhC&sig=FGKmXh_E9Qt4lR7M8iZme9AYIj0
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan 

yuridis empiris dimana dalam menganalisis permasalahannya 

dilakukan dengan cara memadukan berbagai bahan hukum (yang 

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh peneliti 

dari lapangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dari segi bentuknya data dapat dibedakan menjadi data primer, 

sekunder, dan tersier. Berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Sumber Data Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung 

melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan 

pihak terkait yakni konsumen, produsen, dan BPOM. 

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari 

kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku 

dan jurnal ataupun karya hukum hasil dari peneliti dan pengolahan 

orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen. 

c. Sumber Data Tersier 

Sumber data ini biasanya menunjukan sumber data primer dan 

sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog 

perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.
27

 

                                                           
 

27
 Ali, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21. 
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5. Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan 

analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan 

metode berpikir induktif yaitu pemaparan dari hal khusus ke umum 

dengan cara berpikir yang berangkat dari teori atau hal-hal khusus ke 

umum.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli dan 

tinjauan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. 

Bab ketiga membahas tentang profil perusahaan, jenis produk skin care 

Helwa, dan kasus posisi. 

Bab empat membahas tentang bentuk perlindungan hukum konsumen 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Bab lima membahas merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran 

berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

Perlindungan konsumen terhadap peredaran Helwa skin care dilakukan dengan 2 

tahap pengawasan, yaitu pre-market dan post-market. Pertama pengawasan pre-

market atau sebelum kosmetik diproduksi dan mendapat nomor notifikasi BPOM 

(izin edar), kemudian yang kedua adalah pengawasan post-market atau 

pengawasan setelah kosmetik diedarkan di pasaran. Dalam peredaran produk 

Helwa skin care ini pada pengawasan post-market didapati hasil bahwasanya 

terdapat penyimpangan pada syarat pelabelan yakni tidak terdapat izin edar pada 

beberapa produknya, terdapat nomor edar fiktif, dan nomor edar ganda. 

Sedangkan pada uji kandungan masih memakan waktu panjang dikarenakan 

banyaknya produk yang harus diuji dan keterbatasan sarana prasarana BPOM 

untuk melakukan uji laboratorium sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan demikian pelaku usaha belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

ganti rugi akibat penggunaan produk. Namun adanya pelanggaran tersebut 

menimbulkan adanya sanksi administratif berupa penarikan, pemusnahan, hingga 

pencabutan izin edar oleh BPOM. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa: 

1. Pelaku usaha dalam mendirikan usahanya wajib mengetahui dan 

menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terkait usahanya 

yang berlaku saat ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari akibat 

hukum apabila terjadi hal-hal yang melanggar undang-undang karena 

faktor tidak tahuan. 

2. Konsumen diharapkan lebih jeli dan teliti untuk mencari informasi 

terhadap produk skin care yang akan dibeli dan memastikan bahwa produk 

skin care tersebut sudah terdapat nomor BPOM yang terdaftar di 

https://cekbpom.pom.go.id/. 

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan SDM 

untuk melakukan pengawasan pada peredaran kosmetik dan skin care di 

beberapa platform digital (online) untuk menurunkan angka peredaran 

produk berbahaya pada market digital. 

4. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur mengenai syarat jual 

beli yang diterapkan pada market digital khususnya pake e-commerce 

Business to Business (B2B) seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar 

jual beli pada sektor online dapat terjamin keamanannya dan 

meminimalisir kecurangan pelaku usaha. 

  

https://cekbpom.pom.go.id/
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